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PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR : P.27/MENHUT-II/2010 
TENTANG 

PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN 
INTERN PEMERINTAH LINGKUP KEMENTERIAN KEHUTANAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 47 Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2008 ditetapkan Menteri/pimpinan 
lembaga bertanggungjawab atas efektivitas 
penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di 
lingkungan masing-masing; 

  b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja 
pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di 
lingkungan Kementerian Kehutanan perlu ditetapkan 
Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pedoman Teknis 
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah di lingkungan Kementerian Kehutanan.  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 
Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3419); 
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  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4150); 

  4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 

  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Kerugian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
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  8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4890); 

  10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 
2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan 
Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara 
Republik Indonesia sebagaimana telah diubah, terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008; 

  11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 
Tahun 2005 Organisasi dan Tugas Kementerian Negara 
Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 
Tahun 2008; 

  12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P 
Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia 
Bersatu II; 

  13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-
II/2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja 
Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa 
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri 
Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2008; 

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Kehutanan Nomor INS.5/Menhut-
III/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang 
Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 
2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 

  2. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan 
Pembangunan Nomor PER 1326/K/LB/2009 tanggal 7 
Desember 2009 tentang Pedoman Teknis Umum 
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah (SPIP). 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG 
PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN SISTEM 
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH LINGKUP 
KEMENTERIAN KEHUTANAN 

Pasal 1 
Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di 
Lingkungan Kementerian Kehutanan adalah sebagaimana tercantum dalam 
lampiran Peraturan ini. 

Pasal 2 
Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di 
Lingkungan Kementerian Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 
merupakan acuan dalam penyelenggaraan Sistem Pengendallian Intern dan Sub-
sub Sistem Pengendalian Intern Di Lingkungan Kementerian Kehutanan. 

Pasal 3 
Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini 
diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
        

Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal 10 Juni 2010 
MENTERI KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA, 
 
ZULKIFLI HASAN 

 
Diundangkan di Jakarta 
Pada tanggal 23 juni 2010 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
PARIALIS AKBAR 
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